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MOTTO 

 

ْۖ
 
ْۖٱلۡمُقۡسِطِيَنْۖ،وَأقَۡسِطوُٓا  إِنَّْۖٱللَََّّْۖيُُِبُّ …… 

“….Dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku 

adil” 

(Q.S Al-Hujarat Ayat 9) 

 

ْۖابنْۖمسعودٍْۖرضيْۖاللهْۖعنهْۖقالْۖلناْۖرسولْۖاللهْۖصليْۖاللهْۖعليهْۖوسلمْۖ:ْۖياْۖمعشرَْۖالشبابِ،ْۖعنْۖعبدْۖاْۖالله
ْۖللبصرِ،ْۖوأحصنُْۖللفرجْۖومنْۖلمْۖيستطعْۖفعليهْۖبالصومِ:ْۖ ،ْۖفإنهّْۖأغضُّ منْۖاستطاعَْۖمنكمْۖالباءةَْۖفليتزوّج 

 فإنهُْۖلهْۖوِجاءُْۖ
Artinya: “ Dan dari Abdullah ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘Anhu berkata: Rosulullah 

Shallallahu ‘alahi wa Sallam bersabda kepada kami: Wahai anak muda, barangsiapa 

di antara kamu yang telah mampu menikah hendaknya ia menikah, karena ia dapat 

menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum 

mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa dapat menjadi tameng baginya 

(meredam syahwatnya)1. (HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400).  

                                                           
1 HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 

huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan 

dengan huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif أ
Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba ب
B Be 

 Ta ت
T Te 

 Ṡa ث
ṡ es (dengan titik di atas) 

 Jim ج
J Je 
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 Ḥa ح
ḥ ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha خ
Kh ka dan ha 

 Dal د
d De 

 Żal ذ
ż Zet (dengan titik di atas) 

 Ra ر
r er 

 Zai ز
z zet 

 Sin س
s es 

 Syin ش
sy es dan ye 

 Ṣad ص
ṣ es (dengan titik di bawah) 

 Ḍad ض
ḍ de (dengan titik di 

bawah) 

 Ṭa ط
ṭ te (dengan titik di bawah) 

 Ẓa ظ
ẓ zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain` ع
` koma terbalik (di atas) 

 Gain غ
g ge 

 Fa ف
f ef 

 Qaf ق
q ki 

 Kaf ك
k ka 

 Lam ل
l el 

 Mim م
m em 

 Nun ن
n en 

 Wau و
w we 
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 Ha h ha ھ

 Hamzah ء
‘ apostrof 

 Ya ي
y ye 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah a a ـَ

 Kasrah i i ـِ

 Dammah u u ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

...َ  Fathah dan ya ai a dan u ي 

...َ   Fathah dan wau au a dan u و 
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Contoh: 

 kataba  كَتَبْۖ -
 fa`ala  فَ عَلَْۖ -
 suila  سُئِلَْۖ -
 kaifa  كَي فْۖ -
 haula حَو لْۖ -

 
C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf Arab Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif atau ya ā a dan garis di atas اَ...ىَ...

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلْۖ -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِي لَْۖ -

 yaqūlu  يَ قُو لْۖ -
 

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup 
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Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

ضَةُْۖا - ط فَالْۖلَْۖرَؤ    raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 

 al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah  ال مَدِي  نَةُْۖال مُنَ وَّرةَُْۖ -

 talhah   طلَ حَة ْۖ -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf 

yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلْۖ -

 al-birr  البُِّْۖ -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu 

 :namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas ,ال
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1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُْۖ -

 al-qalamu ال قَلَمُْۖ -

 asy-syamsu الشَّم سْۖ -

لَْۖ - لْۖالَْ   al-jalālu 
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََ خُذْۖ -

 syai’un شَيئ ْۖ -

 an-nau’u الن َّو ءُْۖ -

 inna إِنَّْۖ -
 

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka 

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

- ْۖ  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  وَْۖإِنَّْۖاللهْۖفَ هُوَْۖخَيْ ُْۖالرَّازقِِين 

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

مِْۖاِللهْۖمََ راَهَاْۖوَْۖمُر سَاهَا -  Bismillāhi majrehā wa mursāhā  بِس 

 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh 
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kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

- ْۖ ْۖال عَالَمِين  دُْۖلِلهْۖرَبِّ مَ   /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْ 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

نِْۖالرَّحِي مْۖ -  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْ 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh: 

ْۖرَحِي م ْۖ -  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهْۖغَفُو ر 

عًالُْۖللَِّّْۖا - ي   مُو رُْۖجََِ   Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an 

 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid.  
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ABSTRAK 

PENGARUH PERMA NO 5 TAHUN 2019 TERHADAP PUTUSAN HAKIM 

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TENTANG DISPENSASI KAWIN 

  

Oleh: 

Nico Restu Akbar 

NIM: 21421015 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Peraturan Mahkamah 

Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 terhadap putusan hakim dalam perkara 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA ini telah mengubah paradigma 

pertimbangan hakim dari sekadar administratif menjadi lebih substansial dan 

berorientasi pada perlindungan hak anak. Hakim dituntut untuk menggali kesiapan 

anak secara fisik dan psikis, serta mempertimbangkan rekomendasi psikolog dan 

aspek sosial-budaya. Meskipun demikian, implementasi PERMA masih 

menghadapi tantangan berupa resistensi budaya, tekanan sosial, keterbatasan akses 

layanan psikologi, dan belum adanya sistem monitoring pasca putusan. Penurunan 

angka permohonan dispensasi kawin setelah 2021 menjadi indikator bahwa regulasi 

ini mulai memberikan dampak positif dalam menekan angka pernikahan anak di 

wilayah Wonosobo. 

Kata kunci: PERMA No. 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama,    

 Hakim, Perlindungan Anak.  
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ABSTRACK 

THE EFFECT OF PERMA NO. 5 OF 2019 ON THE DECISION OF THE 

JUDGES OF THE WONOSOBO RELIGIOUS COURT REGARDING 

MARRIAGE DISPENSATION 

By: 

Nico Restu Akbar  

(21421015) 

 

 This research aims to analyze the influence of Supreme Court Regulation 

(PERMA) No. 5 of 2019 on judges' decisions regarding marriage dispensation 

cases at the Wonosobo Religious Court. The research method used is a qualitative 

approach with a juridical-sociological perspective. The results indicate that 

PERMA has shifted judges' consideration paradigms from merely administrative to 

more substantive, focusing on child protection. Judges are now required to assess 

the physical and psychological readiness of the child, consider psychological 

recommendations, and account for sociocultural factors. Nevertheless, the 

implementation still faces challenges such as cultural resistance, social pressure, 

limited access to psychological services, and the absence of post-decision 

monitoring systems. The decline in marriage dispensation requests after 2021 

indicates that this regulation has begun to positively impact efforts to reduce child 

marriage in Wonosobo. 

Keywords: PERMA No. 5 of 2019, Marriage Dispensation, Religious Court, Judge, 

 Child Protection.  
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KATA PENGANTAR 

ِاللَّه ِبِ  يْمسْم  ِالرهح  الرهحَْْن   

ِالأنَبْ يَاء ِوَالم رْسَل ينَِِللهِالحمَْدِ  ِالعَالَم يَنِ,ِوَالصهلَاة ِوَالسهلَام ِعَلَىِأَشْرَف  سي دناِِرَب  
وَعَلَىِآل ه ِوَأَصْحَاب ه ِأَجَْْع يَنِ,ِأَمهاِبَ عْدِ ِومولاناِمُ َم دِ   

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang selalu 

memberikan nikmat kesehatan dan kesempatannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Perma No 5 Tahun 2019 Terhadap 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Tentang Dispensasi Kawin”. 

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 

akan selalu menjadi teladan bagi umat manusia hingga saat ini. 

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai persayaratan 

akademik program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam 

Universitas Islam Indonesia. Penulis mengakui bahwa tidak mudah bagi penulis 

untuk menyelesaikan tugas ini, dengan mencari narasumber yang dapat penulis 

hubungi demi memperoleh data yang valid. Maka pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terimakasih atas segala do’a dan dorongan dari berbagai pihak 

yang telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan dan penyususan skripsi 

ini. Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada : 

1. Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia 

2. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas 

Islam Indonesia 

3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku ketua jurusan studi Islam 

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia 
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4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc., M.Ag, selaku ketua program studi 
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Indonesia dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa 

membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama 

Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan 

ilmu selama proses belajar di bangku perkuliahan dan seluruh staf yang 

senantiasa melayani segala proses administrasi selama masa perkuliahan 

hingga penelitian ini. 
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Wonosobo beserta jajarannya. 
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memberi nasehat dan dukungan kepada saya dan adik-adik saya, sekiranya 

doa dan harapan kalian untuk kami tidak terputus. Terimakasih karena 

selalu ada untuk penulis dan selalu mendengarkan curahan hati penulis 

dalam pengerjaan skripsi ini. Penulis selalu berdoa agar kalian diberi 

kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya, serta kami anak-anak kalian 

dapat menjadi seorang yang bermanfaat di masa depan. 
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11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini, 
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meningkatkan kualitas skripsi ini. Sehingga pembaca udah memahami dan 
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dapat merasakan manfaatnya. Terimakasih banyak, semoga Allah senantiasa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah salah satu institusi sosial dan keagamaan yang memiliki 

kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, pernikahan 

(nikah) bukan hanya merupakan kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga 

merupakan ibadah dan perwujudan dari fitrah manusia untuk membentuk keluarga 

dan menjaga keturunan secara sah dan bermartabat. Dalam Al-Qur'an, istilah nikah 

muncul sebanyak 23 kali dalam berbagai bentuk dan konteks, yang menunjukkan 

betapa pentingnya persoalan ini dalam syariat Islam. 

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan formal, melainkan juga 

untuk menciptakan ketenangan jiwa, kasih sayang, dan perlindungan. Hal ini 

dinyatakan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21: 

نَكُمْۖمَّوَدَّةًْۖ هَاْۖوَجَعَلَْۖبَ ي   كُنُ وٓاْ۟ۖإلِيَ   ْۖأزَ وََٰجًاْۖلتَِّس  ْۖأنَفُسِكُم  ْۖخَلَقَْۖلَكُمْۖمِّن  ْۖأَن  ْۖءَايَاتهِِۦٓ ْۖإِنَّْْۖۖوَمِن  وَرَحْ َةًًۚ
لِكَْْۖۖ ْۖتٍْۖلقَِّو مٍْۖيَ تَ فَكَّرُونْۖيَْٰۖلافِِْۖذََٰ  

 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang dan 

rahmat...” (QS. Ar-Rum: 21)2. 

 

Ayat ini memperlihatkan bahwa tujuan ideal dari pernikahan adalah 

terciptanya ketenangan dan kasih sayang, yang tentu memerlukan kematangan 

emosional, bukan sekadar usia biologis.

                                                           
2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 406. 
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Menurut Imam Syafi’i, pernikahan adalah akad yang memberikan hak 

terhadap hubungan seksual dengan lafaz inkāh atau tazwij, sedangkan Imam 

Hanbali menambahkan bahwa tujuan pernikahan adalah memperoleh kenikmatan 

secara lahir dan batin3. Secara sosiologis, pernikahan menjadi dasar pembentukan 

keluarga, yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu, 

kelangsungan dan stabilitas suatu masyarakat sangat bergantung pada kualitas dan 

kesiapan individu dalam membentuk rumah tangga. Negara pun ikut terlibat dalam 

mengatur proses pernikahan melalui berbagai regulasi, demi menjamin hak dan 

kewajiban para pihak, serta melindungi kepentingan anak-anak yang lahir dari 

hubungan tersebut 

Namun, dalam praktiknya, tidak semua pernikahan dilakukan sesuai dengan 

prinsip kesiapan lahir dan batin. Fenomena pernikahan usia anak (di bawah 19 

tahun) masih banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, baik karena alasan 

budaya, tekanan sosial, maupun faktor ekonomi. Berdasarkan data Komnas 

Perempuan, sepanjang tahun 2021 saja, tercatat 59.709 kasus pernikahan dini yang 

memperoleh dispensasi dari pengadilan4. 

Pernikahan anak, meskipun sah secara hukum jika telah memperoleh 

dispensasi, tetap menjadi isu krusial karena menyangkut pelanggaran hak anak atas 

pendidikan, perlindungan, dan kesehatan. Banyak studi menunjukkan bahwa 

pernikahan usia anak berpotensi menghambat perkembangan fisik, emosional, dan 

                                                           
3 Dr. Syamsiah Nur, dkk., Fikih Munakahat: Hukum Perkawinan Dalam Islam, ed. Muhamad Dani 

Somantri (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), 3–5. 
4 Alviola, Atma Aulia, dkk. “Fenomena Pernikahan Dini di Perkotaan.” Jurnal Wacana Publik 17, 

no. 1 (2023): 21–27. 
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sosial anak, serta meningkatkan risiko perceraian dan kekerasan dalam rumah 

tangga5. 

Dalam konteks hukum di Indonesia, batas usia minimal menikah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai revisi atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 16 

Tahun 2019, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki 

maupun perempuan. Namun, terdapat pengecualian dalam bentuk dispensasi kawin 

yang dapat diberikan oleh pengadilan kepada calon pengantin yang belum 

mencapai usia tersebut, dengan syarat adanya alasan mendesak yang disertai bukti 

pendukung6. 

Untuk menanggapi praktik yang cenderung longgar dalam pemberian 

dispensasi kawin, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini hadir sebagai pedoman bagi hakim 

dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin dengan 

mempertimbangkan asas perlindungan terhadap hak anak, kepentingan terbaik bagi 

anak, non-diskriminasi, dan prinsip kehati-hatian. Salah satu ketentuan penting 

dalam PERMA tersebut adalah kewajiban hakim untuk menghadirkan dan 

mendengar langsung keterangan anak dalam persidangan7. 

                                                           
5 Wahyudi, Tri Hendra, dan Juwita Hayyuning Prastiwi. “Seksualitas dan Negara: Permasalahan 

Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 13, no. 2 

(2022): 203–223. 
6 Yusuf, Muhammad Rifky. “Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 

Dalam Mengatasi Perkawinan di Bawah Umur.” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 

Islam 4, no. 2 (2022): 409–418. 
7 Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 17. 
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PERMA No. 5 Tahun 2019 menandai perubahan signifikan dalam praktik 

peradilan. Jika sebelumnya dispensasi kawin seringkali dikabulkan hanya 

berdasarkan alasan kehamilan atau tekanan keluarga, kini hakim dituntut untuk 

melakukan penilaian komprehensif atas kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi 

calon mempelai8. Hakim juga diwajibkan memberikan nasihat kepada para 

pemohon dan calon pengantin mengenai risiko pernikahan usia dini, seperti 

berhentinya pendidikan, ketidaksiapan organ reproduksi, serta risiko kekerasan dan 

perceraian. 

Meskipun regulasi telah diperketat, pernikahan dini tetap marak terjadi di 

sejumlah daerah, termasuk di wilayah kerja Pengadilan Agama Wonosobo. 

Wilayah ini dipilih sebagai objek penelitian karena menunjukkan dinamika menarik 

dalam implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019. Beberapa putusan menunjukkan 

adanya penyesuaian dalam cara hakim mempertimbangkan perkara dispensasi 

kawin, namun di sisi lain masih dijumpai praktik-praktik yang tidak sepenuhnya 

sesuai dengan semangat perlindungan anak yang diamanatkan dalam PERMA 

tersebut9. 

Penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana PERMA No. 5 

Tahun 2019 mempengaruhi praktik yudisial dalam hal pemberian dispensasi kawin. 

Apakah putusan-putusan hakim setelah terbitnya PERMA menunjukkan perubahan 

paradigma dari sekadar pemenuhan formal prosedural menuju perlindungan 

                                                           
8 Fauriz, Mohammad Hamsa. Dinamika Dispensasi Nikah (Grobogan: CV. Sarnu Untung, 2024). 
9 Setyawati, Neng Ina, dan Zaili Rusli. “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan 

Hulu.” MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur 2, no. 1 (2024): 279–291. 
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substansial terhadap hak anak? Ataukah regulasi ini hanya menjadi simbol hukum 

tanpa pengaruh nyata dalam praktik peradilan? 

Selain itu, dari sudut pandang akademik, kajian ini juga relevan untuk 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum 

Islam dan hukum keluarga di Indonesia. Dengan menganalisis putusan hakim 

sebelum dan sesudah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019, penelitian ini dapat 

memperlihatkan bagaimana regulasi baru memengaruhi cara berpikir hakim dalam 

konteks budaya dan sosial masyarakat lokal10. 

Penulis memilih judul “Pengaruh PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo tentang Dispensasi Kawin” karena 

ingin mengangkat isu aktual dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, 

terdapat regulasi yang progresif dan berpihak pada perlindungan anak, namun di 

sisi lain ada kenyataan sosial dan budaya yang membuat praktik pernikahan dini 

tetap berlangsung. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani gap antara norma 

hukum dengan praktik sosial, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi 

pembuat kebijakan, aparat peradilan, dan masyarakat luas. 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat menjawab beberapa 

pertanyaan mendasar: Apakah PERMA No. 5 Tahun 2019 benar-benar diterapkan 

secara efektif oleh hakim Pengadilan Agama Wonosobo? Sejauh mana PERMA ini 

berhasil mengubah praktik peradilan dari yang bersifat permisif menjadi protektif 

terhadap anak? Apa saja tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan aturan 

                                                           
10 Andriantama Mahendra, Lutfi, dan Muh. Alfian. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai 

Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 

166/Pdt.P/2020/PA.Pwr).” Eksaminasi: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2023): 29–43. 
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tersebut, serta bagaimana dampaknya terhadap tren pernikahan usia anak di daerah 

tersebut? 

Melalui penelitian ini pula, penulis ingin menegaskan pentingnya sinergi 

antara hukum, budaya, dan pendidikan dalam menanggulangi persoalan pernikahan 

dini. Regulasi seperti PERMA No. 5 Tahun 2019 hanya akan efektif jika didukung 

oleh kesadaran masyarakat, keberanian hakim dalam menegakkan hukum, dan 

sistem sosial yang berpihak pada masa depan anak. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini ingin memfokuskan 

kepada dua rumusan masalah, yaitu : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin 

sebelum dan sesudah PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama 

Wonosobo? 

2. Sejauh mana implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 mempengaruhi 

keputusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan 

Agama Wonosobo? 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1) Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan :  

a) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah PERMA 

No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Wonosobo. 
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b) Untuk mengetahui sejauh mana implementasi PERMA No. 5 

Tahun 2019 mempengaruhi keputusan hakim dalam permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo.  
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2) Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

diantaranya yaitu: 

a) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum Islam 

dan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan menganalisis putusan 

hakim sebelum dan sesudah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019, 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti 

dalam memahami bagaimana regulasi tersebut memengaruhi praktik 

peradilan terkait dispensasi kawin. 

b) Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi hakim 

Pengadilan Agama sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi 

PERMA No. 5 Tahun 2019. Dengan melihat pola putusan sebelum 

dan sesudah regulasi ini diterapkan, penelitian ini dapat memberikan 

wawasan mengenai sejauh mana hakim menerapkan kebijakan baru 

dalam pertimbangan mereka. Masyarakat, khususnya pemohon 

dispensasi kawin, juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik 

tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan 

perkara ini. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam 

menyempurnakan regulasi terkait batas usia perkawinan dan 
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mekanisme dispensasi kawin, sehingga kebijakan yang dihasilkan 

lebih efektif dalam melindungi kepentingan anak dan keluarga. 

D. Sistematika 

Struktur pembahasan dalam rencana penelitian ini dirancang menjadi bab-bab 

dan sub-bab dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami isi rencana 

penelitian. Rencana penelitian ini disusun dalam tiga bab yang dilengkapi dengan 

beberapa sub-bab. Rinciannya adalah sebagai berikut:  

BAB I : Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup beberapa bagian 

utama. Bagian Latar Belakang Masalah menjelaskan permasalahan umum terkait 

terjadinya dispensasi kawin. Selanjutnya, Rumusan Masalah menguraikan isu-isu 

yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini juga mencakup Tujuan Penelitian, 

Manfaat Penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II : Bab ini memuat pembahasan yang mencakup beberapa bagian 

utama. Bagian Kajian Pustaka membahas penelitian-penelitian terdahulu yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sementara itu, bagian Kerangka Teori 

menguraikan secara garis besar aspek historis dari permasalahan yang berkaitan 

dengan dispensasi kawin.  

BAB III :  Pada bab ini berisi  Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis 

Penelitian, Tempat atau Lokasi penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penetuan 

Infoman, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV : Bab ini memuat Hasil dan Pembahasan yang diperoleh dari 

penelitian di lapangan. Pada bagian ini akan disajikan data terkait jumlah perkara 
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dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016–2024, baik 

sebelum maupun sesudah diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019. Data 

tersebut kemudian dianalisis untuk melihat tren perubahan, faktor-faktor yang 

memengaruhi putusan hakim, serta perbedaan mendasar dalam penerapan 

pertimbangan hukum sebelum dan sesudah PERMA berlaku. Pembahasan juga 

akan memuat interpretasi peneliti terhadap temuan tersebut, dilengkapi dengan 

dukungan teori, dalil syar’i, dan regulasi yang berlaku. 

BAB V : Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran. Pada bagian Kesimpulan, 

peneliti merumuskan jawaban singkat, padat, dan jelas atas rumusan masalah yang 

telah dikemukakan di awal penelitian, berdasarkan temuan dan analisis yang 

dilakukan. Sedangkan pada bagian Saran, peneliti memberikan rekomendasi praktis 

maupun teoretis kepada pihak-pihak terkait, seperti pengadilan agama, pemerintah, 

tokoh masyarakat, serta akademisi, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

PERMA No. 5 Tahun 2019 dan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.
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BAB II 

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Penelitian Terdahulu 

 Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa 

dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai 

dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu 

menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan 

penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih. 

1. Jurnal oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup yang berjudul 

“Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan 

Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim” Penelitian ini bertujuan untuk 

membahas proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan setelah 

diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 

tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan 

yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

PERMA No. 5 Tahun 2019 secara tegas mengatur beberapa aspek yang 

sebelumnya tidak diatur secara khusus dalam ketentuan formil maupun materiil 

terkait dispensasi kawin. Pemberlakuan peraturan ini bertujuan untuk 

mengantisipasi serta menstandarisasi pedoman bagi hakim dalam mengambil 

keputusan, sehingga putusan atau penetapan pengadilan lebih 
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mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak saat mengabulkan 

permohonan dispensasi nikah.11 

2. Jurnal oleh Bagya Agung Prabowo yang berjudul “Pertimbangan Hakim 

dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah 

pada Pengadilan Agama Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

dua permasalahan utama. Pertama, peran Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan 

dini, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah. Kedua, implikasi hukum 

dari penetapan dispensasi perkawinan dini akibat kehamilan di luar nikah di 

Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini menggunakan metode survei lapangan 

dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka, serta menerapkan 

pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dini dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan hukum dan 

pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum berarti bahwa 

keputusan hakim harus didasarkan pada dalil dan bukti hukum yang diajukan. 

Sementara itu, pertimbangan keadilan masyarakat muncul karena perkawinan 

sering dianggap sebagai solusi alternatif untuk menghindari permasalahan 

sosial yang lebih besar. Selain itu, salah satu faktor yang dipertimbangkan 

hakim adalah memastikan bahwa yang menikahi calon pengantin perempuan 

adalah ayah biologis dari anak yang dikandungnya. Penelitian ini juga 

                                                           
11 Fahadil A dan Kamaluddin, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia," Jurnal Al-

Ahwal, Vol. 14, No. 1, (2021): https://ejournal.uin-

suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2266/1698.   
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menyoroti bahwa pemberian dispensasi perkawinan dini perlu diperketat, 

mengingat meningkatnya angka perceraian akibat pernikahan di bawah umur.12 

3. Jurnal oleh Henry Nurhadi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap 

Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022Pa.Smg). Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta menilai apakah pertimbangan 

tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Penelitian 

ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019, khususnya mengenai batas usia perkawinan, dalam 

praktik peradilan. Meskipun undang-undang telah menetapkan bahwa usia 

minimal untuk menikah adalah 19 tahun, kenyataannya masih terdapat calon 

pengantin yang belum memenuhi syarat usia tetapi tetap ingin menikah. Dalam 

kondisi ini, permohonan dispensasi diajukan agar pernikahan dapat 

dilangsungkan secara sah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang 

tidak mengandalkan data statistik dalam menarik kesimpulan. Pengumpulan 

data primer dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama 

Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan 

                                                           
12 B.A Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat 

Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," Jurnal hukum IUS QUIA IUSTUM, No. 2 

Vol. 20 (2021): https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4522/3990. 

 

https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4522/3990
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dispensasi kawin telah merujuk pada Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019, yang 

menetapkan berbagai asas, antara lain kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup 

dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghormatan 

terhadap harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, 

persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.13 

4. Jurnal oleh Neng Ina Setyawati Zaili Rusli yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasir 

Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana kebijakan pedoman dalam mengadili permohonan 

dispensasi kawin diterapkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, serta 

faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan izin 

dispensasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh James E. Anderson, yang mencakup empat indikator utama, 

yaitu implementor kebijakan, hakikat proses administrasi, kepatuhan terhadap 

kebijakan, serta efek atau dampak dari kebijakan. Metode penelitian yang 

digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada pemaparan dan 

analisis kebijakan berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerapan kebijakan dalam mengadili permohonan 

dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan 

Hulu, telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung 

                                                           
13 H Nurhadi, “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 

Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg)," Jurnal Hukum Politik dan 

Kekuasaan, No. 2 (2022): https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611.  

https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i2.5611
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(PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam menangani permohonan 

dispensasi kawin.14 

5. Jurnal oleh Lutfi Andriantama Mahendra dan Muh. Alfian yang berjudul 

“Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan 

Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 

166/Pdt.P/2020/PA.Pwr). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan 

yuridis terhadap dispensasi kawin sebagai bentuk perlindungan bagi 

perkawinan di bawah umur serta mengkaji dampaknya terhadap pernikahan di 

usia dini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode 

yuridis normatif, dengan mengkaji data primer berupa peraturan perundang-

undangan yang berlaku terkait perkawinan dan dispensasi kawin. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin berperan sebagai bentuk 

perlindungan bagi calon pasangan suami-istri yang belum mencapai usia 

perkawinan, karena dengan adanya izin dari pengadilan, pernikahan mereka 

dapat dilangsungkan secara sah, dicatatkan, serta memiliki kekuatan hukum.15 

6. Jurnal oleh Abdulloh Munir dan Mohamad Johaeri Irhas yang berjudul 

“Edukasi Dalam Kasus Dispensasi Kawin Dalam Putusan Hakim Nomor 174 

dan 175/Pdt.P/Pa.Jbg Perspektif Maqashid Syari’ah”. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

                                                           
14 Neng Ina S dan Rusli, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian 

Kabupaten Rokan Hulu," Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur, No. 1 (2024): 
10.57235/motekar.v2i1.2294.  
15 Lutfi A.M dan Alfian, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan 

Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)," Eksaminasi: 

Jurnal Hukum, No. 1 (2024): https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771.      

https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2294
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penerapan hukum perkawinan dan dispensasi kawin, dengan mengaitkannya 

pada nilai-nilai agama dalam maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan serta mengolah data nyata secara 

sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara 

dispensasi kawin didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait 

perkawinan, dispensasi kawin, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, 

pertimbangan hukum juga memperhatikan prinsip maqashid syariah dalam 

rangka mencegah kemafsadatan (kerusakan), mewujudkan kemaslahatan, serta 

sebagai langkah preventif dalam hukum perkawinan.16 

7. Jurnal oleh Sakinahtul Rohmah yang berjudul “Keyakinan Paradoks Kesiapan 

Menikah pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin”. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis keyakinan anak pemohon dispensasi kawin terkait kesiapan 

mereka untuk menikah. Pendekatan yang digunakan adalah mixed methods 

embedded design, di mana metode kualitatif lebih diutamakan. Data 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengisian skala kesiapan 

menikah, dengan empat anak pemohon dispensasi kawin di Kabupaten Malang 

sebagai partisipan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak 

pemohon dispensasi kawin memiliki keyakinan paradoks mengenai kesiapan 

menikah. Mereka meyakini bahwa usia lebih tua lebih ideal untuk menikah dan 

kohabitasi membawa manfaat, tetapi keyakinan ini tidak selalu tercermin dalam 

                                                           
16 Abdulloh M.M dan Mohamad, “EDUKASI DALAM KASUS DISPENSASI KAWIN 

DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 174 DAN 175/PDT.P/PA.JBG PERSPEKTIF 

MAQASHID SYARIAH," Bhakti Nagori: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, No. 2 (2024): 
https://doi.org/10.36378/bhakti_nagori.v4i2.3916.  
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perilaku mereka. Meskipun merasa siap menikah, hasil pengukuran skala 

menunjukkan kesiapan mereka berada pada kategori sedang.17 

8. Jurnal oleh Nurhilal Nazri Arif dkk, yang berjudul “Problematika Hukum 

Formil Terhadap Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang 

Pengajuan Dispensasi Kawin Persfektif Maslahah Mursalah”. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh kecenderungan masyarakat yang lebih memilih nikah siri 

dibandingkan pernikahan resmi karena tidak dapat memenuhi syarat yang 

ditetapkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengajuan dispensasi 

kawin. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), 

dengan teknik pengumpulan data dari sumber kepustakaan, membaca, 

mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa permohonan dispensasi kawin tidak dapat diajukan jika pemohon tidak 

memenuhi persyaratan materiil, seperti ketidakhadiran salah satu atau kedua 

orang tua dalam pengajuan permohonan. Jika hal ini terjadi, maka perkara akan 

diputus NO (niet ontvankelijke verklaard), yang berarti tidak dapat diterima. 

Akibatnya, calon pasangan yang tidak bisa memenuhi persyaratan lebih 

memilih menikah secara siri daripada menjalani pernikahan resmi.18 

9. Jurnal oleh Arif Hidayat dkk, yang berudul “Dispensasi Kawin dengan Alasan 

Sangat Mendesak di Mojokerto: Analisis Yuridis atas Perma No. 5 Tahun 

2019”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dispensasi kawin 

                                                           
17 S Rohmah, “Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah Pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin," 

Jurnal Wanita dan Keluarga, No. 1 (2024): https://doi.org/10.22146/jwk.13001.  
18 Nurhilal N.A dkk, “Problematika Hukum Formil Terhadap Ketentuan Perma Nomor 05 Tahun 

2019 Tentang Pengajuan Dispensasi Kawin Perspektif Maslahah Mursalah,” Jurnal Hukum & 

Hukum Islam, Vol. 11, no. 2 (2024): 10.32832/yustisi.v11i2.16670. 

http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v11i2.16670


18 
 

 

diterapkan di Pengadilan Agama Mojokerto serta menilai apakah aturan ini 

sesuai dengan harapan masyarakat Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif berbasis studi pustaka, dengan pendekatan hukum normatif dan 

perbandingan antara pemikiran ulama klasik serta regulasi modern. Hasil 

penelitian menunjukkan dua hal utama: 

a. Dari segi hukum, meskipun ada tantangan dalam penerapannya, Perma No. 

5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan 

dispensasi kawin. 

b. Perbandingan antara pemikiran ulama klasik dan aturan modern 

menunjukkan adanya perubahan fokus dari aspek sosial dan budaya ke 

perlindungan hak individu yang lebih menyeluruh, mencerminkan perlunya 

penyesuaian hukum terhadap perubahan sosial.19 

10. Jurnal oleh Muhammad Zainuddin, dkk yang berjudul “Rekonstruksi PERMA 

No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi 

Kawin Persfektif Keadilan Sejahtera”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

merekonstruksi hukum sebagai langkah untuk menekan angka pernikahan dini, 

sehingga calon pengantin dapat mencapai kedewasaan berpikir sebelum 

menikah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif, yang berfokus pada analisis data sekunder secara akademis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum dalam 

persyaratan administrasi pengajuan dispensasi kawin diperlukan untuk 

                                                           
19 Arif Hidayat dkk., “Dispensasi Kawin Dengan Alasan Sangat Mendesak Di Mojokerto: Analisis 

Yuridis Atas Perma No. 5 Tahun 2019” Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi 

Islam, Vol. 16, No. 2 (2024): 10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416. 

http://dx.doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.9416
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melindungi keadilan sosial bagi anak dalam berumah tangga. Rekonstruksi 

tersebut dilakukan dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Perkawinan.20 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya 

yang sama-sama membahas dispensasi kawin. Namun, perbedaannya terletak pada 

lokasi, ruang lingkup, dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu umumnya hanya 

meneliti faktor penyebab dispensasi kawin atau analisis hukum normatif tanpa 

melihat perbedaan sebelum dan sesudah Perma No. 5 Tahun 2019. Sedangkan 

penelitian ini secara khusus menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama 

Wonosobo sebelum dan setelah berlakunya regulasi tersebut, sehingga memberikan 

gambaran perubahan dalam penerapan hukum setelah adanya kebijakan baru. 

B. Kerangka Teori 

Agar penelitian ini kokoh maka diperlukan rangkaian kernagka teori yang 

berhubungan dengan penelitian. Berikut merupakan variabel dalam penelitian: 

1. Pernikahan  

Dalam bahasa Arab, istilah perkawinan berasal dari kata nakaha-yankihu-

nikahaan. Kata ini dalam bentuk derivasi "mashdar" memiliki makna dasar 

“berkumpul” atau “bergabung” (al-dhamu). Makna tersebut diambil dari 

ungkapan "nakahat al-asyjar" yang berarti pohon-pohon yang tumbuh 

berdekatan dan berkumpul di satu tempat. Menurut Al-Far’a, istilah "nakaha 

                                                           
20 M Zainuddin dkk, “Rekonstruksi PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin Prespektif Keadilan Sejahtera," Jurnal Dinamika Sosial Budaya, No 

2 (2024): https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/9591/4902/36060.  
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al-mar’ah" digunakan dalam bahasa Arab untuk merujuk pada tindakan 

menggauli organ kewanitaan atau bersetubuh. 

Istilah nikah dalam Al-Qur'an beserta variasi bentuknya tercatat muncul 

sebanyak 23 kali. Kata ini hadir dalam berbagai bentuk tata bahasa, seperti fi'il 

mādhī, fi'il mudhāri, mashdar, fi'il a’mar, fi'il nahyi, serta bentuk lainnya. 

Dalam beberapa konteks, kata nikah digunakan untuk mengacu pada akad 

perkawinan. Istilah nikah juga dapat merujuk pada perbuatan hubungan 

seksual. Jika kata nikah disandarkan pada seseorang yang belum menikah, 

artinya mengacu pada akad perkawinan. Namun, apabila disandarkan pada 

seseorang yang sudah menikah (memiliki pasangan), maka maknanya merujuk 

pada hubungan intim (al-wathī). Menurut Mazhab Syafi'iyah, penggunaan kata 

nikah dalam konteks akad pernikahan dipahami sebagai makna hakiki, 

sedangkan untuk hubungan intim dipandang sebagai makna majazi. Para ulama 

memberikan berbagai definisi mengenai istilah perkawinan dengan redaksi 

yang beragam. Jalaludin al-Mahalli menjelaskan bahwa perkawinan adalah 

akad yang memungkinkan hubungan intim (wath’i) dengan menggunakan lafaz 

inkāh atau tazwij. Imam Syafi’i mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang 

mencakup hak atas wath’i menggunakan lafaz inkāh, tazwij, atau lafaz lain 

yang memiliki makna serupa. Sementara itu, Imam Hanbali berpendapat bahwa 

perkawinan adalah akad dengan lafaz inkāh atau tazwij yang bertujuan untuk 

memperoleh kenikmatan.21 

                                                           
21 Syamsiah Nur, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022) 52. 
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Dalam ajaran Islam, perkawinan disyariatkan sebagai salah satu cara 

untuk memperbanyak keturunan. Salah satu penegasan mengenai hikmah 

perkawinan dijelaskan dalam firman Allah berikut: 

ْۖ ْۖخَلَقَْۖلَكُمْۖمِّن  ْۖأَن  ْۖءَايَاتهِِۦٓ نَكُمْۖوَمِن  هَاْۖوَجَعَلَْۖبَ ي   كُنُ وٓاْ۟ۖإلِيَ   ْۖأزَ وََٰجًاْۖلتَِّس  أنَفُسِكُم 
ةًًَْۚۖ  مَّوَدَّةًْۖوَرَحْ 
لِكَْۖ ْۖلقَِّو مٍْۖيَ تَ فَكَّرُونْۖتٍْۖيَْٰۖلاإِنَّْۖفِِْۖذََٰ  

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)22. 

 

Selanjutnya, pernikahan menjadi sarana keberlangsungan hidup 

pasangan suami istri dari generasi ke generasi, sekaligus sebagai penyalur 

hasrat seksual melalui hubungan yang sah serta sebagai benteng dari godaan 

setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berperan mengatur hubungan 

antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip saling menolong dalam 

bingkai kasih sayang dan penghormatan. 

Seorang muslimah memiliki kewajiban menjalankan tugas dalam rumah 

tangganya, seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana 

harmonis, sehingga suami dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik 

demi kepentingan dunia dan akhirat. 

  

                                                           
22 Ibid. 
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Adapun hikmah pernikahan antara lain: 

a. Menjaga kelangsungan hidup manusia melalui proses berkembang 

biak dan berketurunan. 

b. Melindungi suami istri dari perbuatan tercela, mengendalikan hawa 

nafsu, serta menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan. 

c. Menenangkan dan menenteramkan jiwa melalui kebersamaan, 

obrolan, dan keakraban. 

d. Membuat wanita dapat menjalankan tugas sesuai dengan fitrah 

kewanitaannya.23 

2. Dispensasi Kawin 

Dispensasi, menurut Kamus Besar Indonesia, merujuk pada pengecualian 

terhadap peraturan umum untuk situasi tertentu, atau pembebasan dari 

kewajiban atau larangan. Dalam konteks dispensasi, tindakan yang biasanya 

dilarang oleh pembuat Undang-undang dapat dibenarkan. Sementara itu, 

“C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil” berpendapat, dispensasi adalah 

keputusan yang bersifat deklaratif, yang diajukan oleh pemohon. Dalam 

Kamus Hukum yang disusun oleh Subekti dan Tjitrosubodo (1979), dispensasi 

didefinisikan secara singkat sebagai penyimpangan atau pengecualian dari 

suatu perintah. Oleh karena itu, dispensasi kawin berarti pemberian izin utnuk 

melangsungkan perkawinan di bawah umur dengan mengajukan permohonan 

                                                           
23 Musawar, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Mataram: Sanabil, 2020), 18-19. 
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kepada pengadilan, disertai alasan yang dapat diterima dan berdasarkan 

pertimbangan hakim.24 

a. Batas Usia menikah Dalam Perspektif Hukum Positif di 

Indonesia 

 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan 

realisasi dari politik hukum di Indonesia, yang kemudian 

dikodifikasi menjadi aturan hukum positif di negara ini. Dalam 

Undang-undang tersebut, batas usia minimal untuk menikah adalah 

16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, 

ketentuan tentang batas usia pernikahan telah diperbarui dengan 

adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetepkan 

usia minimal menikah menjadi 19 tahun untuk kedua  belah pihak, 

baik laki-laki maupun perempuan. Pasal 7 dari Undang-undang 

tersebut mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika 

kedua calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun. Akan tetapi, 

apabila terdapat keadaan yang mendesak, orang tua dari pihak laku-

laki atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada 

pengadilan dengan alasan yang jelas dan didukung oleh bukti yang 

cukup.25 

 

 

                                                           
24 Khoirul Abror, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021) 77. 
25 H Fauriz, Dinamika Dispensasi Nikah, (Purwodadi: CV. Sarnu Untung, 2024) 34. 
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b. Batas Usia Menikah Dalam Perpektif Hukum Islam 

  Islam tidak menetapkan batasan usia perkawinan yang tegas 

dan kuantitatif dalam al-Qur’an maupun Sunnah. Menurut 

Mughniyyah dalam “Fiqih Lima Madzhab”, para ulama fiqih klasik 

juga tidak memberikan ketentuan yang jelas mengenai batasan umur 

atau baligh tersebut. Secara umum, para ulama fiqih hanya 

mensyaratkan adanya kedewasaan di antara kedua belah pihak, 

namun tanpa rincian yang tegas mengenai batas usia sebagai 

indikator kedewasaan tersebut. 

  Hussein Muhammad dalam “Fiqih Perempuan” 

mengemukakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, mayoritas 

ahli fiqih sepakat bahwa jika batasan baligh ditentukan berdasarkan 

usia, maka usia minimal untuk menikah adalah 15 tahun, sementara 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas usia tersebut adalah 17 

atau 18 tahun. Di sisi lain, Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, 

dan Utsman al-Batti memiliki pandangan yang berbeda dari 

mayoritas ulama tersebut. Mereka berpendapat bahwa baik laki-laki 

maupun perempuan tidak dapat dinikahkan sebelum mencapai usia 

baligh dan mendapatkan persetujuan secara eksplisit dari pihak yang 

bersangkutan, dalam hal ini adalah anak yang akan dinikahkan.26 

 Rasulullah saw. juga memberikan pedoman yang jelas mengenai 

syarat kesiapan seseorang untuk menikah. Menurut beliau, 

                                                           
26 Ibid, 77-78  
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pernikahan sebaiknya dilakukan bagi mereka yang telah memiliki 

kemampuan secara fisik, mental, dan ekonomi: 

ْۖ ئًاْۖفَ قَالَْۖلنََاْۖرَسُولُْۖاللََِّّ دُْۖشَي   ْۖعَلَي هِْۖوَسَلَّمَْۖشَبَابًاْۖلَاْۖنََِ ْۖصَلَّىْۖاللََّّ كُنَّاْۖمَعَْۖالنَّبِِّ
ْۖ ْۖعَلَي هِْۖوَسَلَّمَْۖ:ْۖيَاْۖمَع شَرَْۖالشَّبَابِْۖمَن  تَطاَعَْۖصَلَّىْۖاللََّّ منكُمْۖال بَاءَةَْۖاس 

ْۖفَ عَلَي هِْۖ تَطِع  ْۖلمَ ْۖيَس  صَنُْۖللِ فَر جِْۖ،ْۖوَمَن  ْۖللِ بَصَرِْۖ،ْۖوَأَح  ْۖ،ْۖفإَِنَّهُْۖأغََضُّ فَ ل يَ تَ زَوَّج 
 بِالصَّو مِْۖفإَِنَّهُْۖلَهُْۖوِجَاء

“Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak 

mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa 

sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa 

diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena 

ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang 

siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu 

menjadi tameng baginya”. (HR. Bukhari No. 5066, Muslim No. 

1400)27. 

 

 Hadis ini menunjukkan bahwa kemampuan dan kesiapan lahir batin 

menjadi prasyarat utama, sejalan dengan semangat PERMA No. 5 

Tahun 2019 yang menekankan kesiapan anak secara psikologis dan 

fisik. 

c. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin 

 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur cara 

para hakim memeriksa kasus permohonan dispensasi kawin di 

pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan sistem 

peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan peran dan 

tanggung jawab orang tua dan memastikan bahwa orang tua dapat 

                                                           
27 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Hadis No. 5066; Imam Muslim, Shahih Muslim, Hadis No. 

1400. 
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mencegah perkawinan anak sedini mungkin. Peraturan ini juga 

menentukan apakah ada paksaan yang mendorong pengajuan 

permohonan dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 

Tahun 2019 secara lebih rinci mengatur, selain menjelaskan asas dan 

tujuan penerbitannya, persyaratan administrasi yang harus diperhatikan 

saat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, dan 

hukum acara tentang tahapan pemeriksaan permohonan dalam 

persidangan, termasuk apa yang harus dilakukan oleh hakim saat 

memeriksa permohonan dispensasi kawin. Ada beberapa hal penting 

yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 ini 

yang tidak diatur oleh peraturan sebelumnya. Misalnya, peraturan ini 

mewajibkan anak atau calon mempelai untuk menghadiri persidangan 

permohonan dispensasi kawin; mengidentifikasi adanya paksaan fisik, 

mental, seksual, atau psikologis serta kondisi kesehatan termasuk 

kesiapan anak untuk menikah; dan menentukan kondisi ekonomi anak 

untuk melangsungkan pernikahan.28 

Dalam penetapan dispensasi kawin pasca lahirnya PERMA No. 5 

Tahun 2019, hal-hal berikut harus dipertimbangkan secara hukum:  

1) Pertimbangan tentang penasehatan Hakim kepada Pemohon, anak, 

calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar dapat 

memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan 

                                                           
28 E Basry, dkk. Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin 

Dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019, (Jakarta: 

Kencana, 2022), 56” 
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berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam 

menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ 

reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi 

anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah 

tangga. (Pasal 12 PERMA No. 5 Tahun 2019). 

2) Pertimbangan tentang bahwa Hakim sudah mendengar keterangan 

anak Pemohon, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi 

kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; 

dan orang tua/wali calon suami/istri. (Pasal 13 PERMA No. 5 

Tahun 2019). 

3) Hakim harus mempertimbangkan apakah anak mengetahui dan 

menyetujui rencana perkawinan, serta menilai kondisi psikologis, 

kesehatan, kesiapan membangun rumah tangga, dan ada atau 

tidaknya paksaan secara psikis, fisik, seksual, atau ekonomi 

terhadap anak dan/atau keluarganya. (Pasal 14 PERMA No. 5 

Tahun 2019). 

4) Pertimbangan hakim harus mengutamakan perlindungan dan 

kepentingan terbaik bagi anak, sesuai peraturan perundang-

undangan, nilai hukum tidak tertulis (seperti kearifan lokal dan 

keadilan sosial), serta prinsip perlindungan anak dalam konvensi 
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atau perjanjian internasional. (Pasal 17 PERMA No. 5 Tahun 

2019)29. 

3. Hukum Perlindungan Anak 

a. Pengertian Anak 

 Menurut bahasa, anak adalah keturunan kedua dari hubungan 

pasangan. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah 

dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa martabat dan martabat 

manusia seutuhnya melekat padanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak-

anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan memiliki ciri dan sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara pada masa 

depan. Oleh karena itu, setiap anak harus diberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara 

fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, agar mereka dapat 

memikul tanggung jawab tersebut di masa depan. Untuk memastikan 

kesejahteraan anak, perlu dilakukan upaya untuk melindunginya dan 

menjamin hak-haknya dipenuhi dengan benar dan perlakuan yang adil. 

 Anak, sebagai kelompok rentan, membutuhkan perlindungan hak-

haknya. Sebagaimana diketahui, manusia memiliki hak sejak lahir, dan 

beberapa hak adalah hak mutlak yang harus dilindungi oleh setiap orang. 

                                                           
29 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Jakarta, 21 November 2019.  
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Anak, bagaimanapun, memiliki hak-hak tertentu yang ditimbulkan oleh 

kebutuhan-kebutuhan khusus yang ditimbulkan oleh keterbatasan 

kemampuan mereka sebagai anak. Keterbatasan itulah yang memberi tahu 

dunia bahwa menjaga hak anak adalah hal yang paling penting untuk masa 

depan manusia.30 

b. Fungsi Perlindungan Anak dalam Dispensasi Kawin 

 Pada dasarnya, dispensasi nikah di Pengadilan Agama berfungsi 

untuk menjalankan fungsi hukum, dan karena itu harus melakukan fungsi 

yang sama dengan fungsi hukum yang dikenal sebagai empat jenis fungsi 

hukum:  

1) Fungsi Menfasilitasi 

Dalam hal ini, ini berarti membantu pihak-pihak tertentu bekerja 

sama untuk mencapai ketertiban. Pada kenyataannya, hak-hak anak 

dalam hal dispensasi nikah telah dilindungi oleh prinsip-prinsip 

perlindungan anak. 

2) Fungsi Represif  

Dalam konteks ini, ini mencakup penggunaan hukum sebagai 

alat yang digunakan oleh kelompok elit yang berkuasa untuk 

mencapai tujuan mereka. Mempersulit dan melakukan tindakan 

selektif terhadap pernikahan anak di bawah umur adalah salah satu 

                                                           
30 W Nuroniyah, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Lombok: Yayasan Hamjah Diha, 2022) 

26. 
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tujuan pemerintah dalam dispensasi nikah, yang berpotensi menekan 

laju pertumbuhan penduduk. 

3) Fungsi Ideologis  

Fungsi ini mencakup dalam memastikan legitimasi, hegemoni, 

dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan, dan sebagainya. Oleh 

karena itu, tujuan perlingdungan anak dalam dispenasi kawin adalah 

untuk memberikan anak keadilan. 

4) Fungsi Reflektif 

Dalam hal ini, hukum harus netral karena mengingat keinginan 

bersama masyarakat. Fungsi reflektif dalam perlindungan anak dalam 

dispensasi kawin memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan 

masalah hukum keluarga dengan anak-anak mereka.31

                                                           
31 M Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2018) 17. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research), maka dari itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana peneliti tidak hanya 

menganalisis regulasi secara normatif, tetapi juga melihat implementasi PERMA 

No. 5 Tahun 2019 dalam praktik di Pengadilan Agama Wonosobo. Dan penelitian 

ini juga menelaah dampak penerapan aturan hukum di masyarakat, termasuk faktor 

sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan dispensasi kawin.     

1. Tempat atau Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo yang 

beralamatkan: Jl. Mayor Jendral Bambang No. KM 3, Perum Purnamandala, 

Bumireso, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351. 

2. Informan Penelitian 

Informan merupakan subjek penelitian yang memiliki kemampuan untuk 

memberikan informasi terkait fenomena atau permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan terdiri dari informan utama 

dan informan kunci. Informan utama adalah pegawai Pengadilan Agama 

Wonosobo, pengacara atau konselor hukum, karena mereka memiliki  

pengetahuan yang lebih teknis dan mendalam mengenai masalah penelitian 

yang akan dianalisis. Sementara itu, informan kunci adalah hakim Pengadilan 

Agama Wonosobo, karena mereka memiliki pemahaman yang lebih luas 
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mengenai kondisi atau peristiwa di masyarakat secara umum, memberikan 

informasi mendalam tentang putusan hakim dan pertimbangan yang terkait 

dengan dispensasi kawin. 

3. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik 

Purposive Sampling.  

Purposive sampling adalah salah satu metode non-random sampling di 

mana peneliti memilih sampel secara sengaja dengan mempertimbangkan 

karakteristik khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diharapkan 

mampu menjawab permasalahan penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dari 

3 jenis teknik, yaitu : 

a. Studi Dokumen 

Teknik ini mengumpulkan data dari dokumen tertulis atau arsip. 

Peneliti akan menganalisis putusan hakim sebelum dan setelah PERMA 

No. 5 Tahun 2019 untuk melihat apakah ada perubahan pola pertimbangan. 

b. Wawancara  

 Teknik ini mengumpulkan data langsung dari informan melalui 

percakapan mendalam. Peneliti akan menggali pertimbangan hakim, 

bagaimana penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 diterapkan pada kasus 

dispensasi kawin. 
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5. Keabsahan Data 

Bias merupakan isu serius dalam penelitian sosial, terutama karena peneliti 

seringkali "harus" terlibat langsung dengan partisipan, sehingga keterlibatan 

tersebut dapat menimbulkan keraguan. Untuk memastikan akuntabilitas, data 

yang diperoleh dari penelitian perlu diuji terlebih dahulu untuk memverifikasi 

keabsahannya. Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan pengujian ini 

adalah metode triangulasi, yang bertujuan untuk menentukan validitas 

informasi yang diperoleh. Metode triangulasi melibatkan pengumpulan data 

dan sumber yang telah tersedia untuk memastikan keakuratan informasi. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode triangulasi, antara lain: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber berguna sebagai proses memverifikasi data 

dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber 

informan. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik adalah metode untuk menguji keandalan data 

dengan memverifikasi kebenaran informasi duari sumber yang sama 

menggunakan berbagai teknik berbeda. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu mengacu pada pengaruh waktu terhadap keandalan 

data. Sebagaimana, data yang diperoleh melalui wawancara pada pagi hari, 

ketika narasumber masih dalam kondisi segar dan belum menghadapi 
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banyak persoalan, cenderung lebih valid dan memiliki tingkat kredibilitas 

yang lebih tinggi. 

6. Teknik Analisis Data 

 Menurut “Noeng Muhadjir”, analisis data diartikan sebagai proses 

mengidentifikasi dan mengorganisasi secara sistematis catatan hasil 

observasi, wawancara, dan berbagai data lainnya untuk membantu peneliti 

memahami kasus yang sedang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan 

yang dapat dipahami oleh orang lain. dalam upaya mencari makna dari data 

yang telah dikumpulkan. Berikut langkah-langkah dan teknik analisis data 

yang akan peneliti bawa: 

a. Reduksi data  

Reduksi data adalah proses menyaring, memfokuskan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang 

diperoleh dari catatan lapangan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses di mana sekumpulan informasi 

disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk menarik 

kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan data tersebut. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama 

penelitian, agar peneliti dapat terus mengevaluasi data, membuat 

interpretasi yang mendalam, dan menyesuaikan pendekatan bila 

diperlukan, sehingga hasilnya lebih akurat dan relevan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Data Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama 

Wonosobo dari tahun 2016-2024 

Data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo 

menunjukkan fenomena yang dinamis selama periode sembilan tahun 

terakhir. Data ini dihimpun melalui dokumentasi resmi yang terdapat di 

kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo32, dan dapat dirinci sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Data Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan 

Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024 

 

No Tahun Di Ajukan 

1 2016 157 

2 2017 156 

3 2018 139 

4 2019 257 

5 2020 469 

6 2021 513 

7 2022 425 

8 2023 397 

9 2024 349 

Jumlah 2.862 

 
 

                                                           
32 Pengadilan Agama Wonosobo. (2025). Data pengajuan perkara dispensasi kawin tahun 2016–

2024 (Dokumentasi lapangan, 7–10 Mei 2025). 
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Tabel 4.2 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Diajukan di 

Pengadilan Agama Wonosobo Sebelum Adanya Perma 

No Tahun Di Ajukan 

1 2016 157 

2 2017 156 

3 2018 139 

Jumlah 452 
 

Tabel 4.3 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Diajukan di 

Pengadilan Agama Wonosobo Sesudah Adanya Perma 

No Tahun Di Ajukan 

4 2019 257 

5 2020 469 

6 2021 513 

7 2022 425 

8 2023 397 

9 2024 349 

Jumlah 2.410 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya, yaitu pada tahun 2016 

hingga 2018, jumlah perkara cenderung stabil, bahkan mengalami sedikit 

penurunan dari 157 perkara di tahun 2016 menjadi 139 perkara pada tahun 

2018. Namun, peningkatan yang sangat signifikan terjadi mulai tahun 2019, 

yang bertepatan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 

2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili 

Permohonan Dispensasi Kawin33. 

                                                           
33 Ibid 
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Regulasi tersebut menaikkan batas usia minimum untuk menikah bagi 

perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga memicu peningkatan 

jumlah pasangan muda yang tidak memenuhi syarat usia dan harus 

mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui pengadilan agama. Hal 

ini terbukti dari lonjakan drastis jumlah perkara dari 139 pada 2018 menjadi 

257 perkara pada 2019, dan melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2020 

menjadi 469 perkara. Angka ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya 

pada tahun 2021 dengan 513 perkara. 

2. Analisis Data Perkara Dispensasi Kawin yang di Tolak di 

Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024 

Dalam proses pendalaman terhadap tren penolakan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Wonosobo, penting untuk meninjau data ini tidak hanya 

dari sudut pandang angka statistik, tetapi juga sebagai representasi 

transformasi nilai hukum di tingkat lokal. Transformasi ini mencerminkan 

penerimaan terhadap gagasan bahwa pernikahan tidak semata-mata urusan 

privat atau kultural, melainkan persoalan yang memerlukan perlindungan 

negara terhadap anak yang rentan secara usia dan psikologis. 

Fenomena meningkatnya jumlah perkara yang ditolak sejak 

diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 dapat pula dikaji dengan 

menggunakan pendekatan sosiologis terhadap hukum. Dalam hal ini, 

hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma yang mengatur, tetapi juga 
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sebagai refleksi dari dinamika nilai dalam masyarakat34. Terjadi pergeseran 

nilai dari permisivisme terhadap perkawinan anak ke arah perlindungan dan 

kehati-hatian. Hakim Pengadilan Agama Wonosobo menuturkan: 

“kita melihat apakah anak itu dinikahkan akan lebih baik atau tidak, 

karena belum tentu anak yang menikah muda akan mendapatkan 

perlindungan yang layak.35” 

Penolakan terhadap dispensasi kawin juga tidak selalu diterima dengan 

mudah oleh masyarakat. Pegawai pengadilan menyebutkan bahwa masih 

banyak masyarakat yang menolak atau mempertanyakan kebijakan ini, 

bahkan tidak jarang terjadi perdebatan dalam ruang sidang atau ketika 

dijelaskan di luar persidangan. 

“Waktu menerangkan tentang itu, kita sampai berseteru karena mereka 

ngeyel... mereka merasa anaknya sudah cukup umur meski baru 16 

tahun, apalagi kalau sudah hamil.36” 

 

kata salah satu narasumber dari Panitera Muda Hukum. 

3. Selektivitas Hakim dalam Pertimbangan 

Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 membawa perubahan mendasar 

dalam pola pikir hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. 

Sebelum adanya PERMA, hakim seringkali lebih longgar dan cenderung 

mengabulkan permohonan apabila ada alasan sosial seperti kehamilan di luar 

nikah atau desakan orang tua. Namun, sejak PERMA diberlakukan, hakim 

                                                           
34 Hasil dokumentasi lapangan, Data Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak di Pengadilan 

Agama Wonosobo Tahun 2016–2024, diperoleh pada tanggal 7–10 Mei 2025 di Pengadilan 

Agama Wonosobo. 
35 Ibid 
36 Hasil Wawancara Peneliti dengan satu narasumber dari Panitera Muda Hukum, tanggal 7 Mei 

2025. 
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wajib mempertimbangkan secara komprehensif aspek kesiapan emosional 

dan psikologis calon mempelai, dukungan orang tua atau wali, kondisi 

pendidikan dan ekonomi, serta adanya tekanan atau paksaan dalam pengajuan 

permohonan. Hakim juga diharuskan menilai risiko kekerasan dalam rumah 

tangga pasca pernikahan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar 

berdasarkan prinsip perlindungan anak (best interest of the child). 

4. Penurunan Jumlah Permohonan Dispensasi 

Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 tidak hanya berdampak pada 

perubahan teknis dan substantif dalam proses pemeriksaan dispensasi kawin, 

tetapi juga memberikan pengaruh yang nyata terhadap pola statistik 

permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Wonosobo. Perubahan 

kebijakan ini berhasil membentuk kecenderungan baru dalam masyarakat 

terkait pemahaman terhadap batas usia minimal perkawinan dan pentingnya 

kesiapan mental anak. 

B. Pembahasan 

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin 

Sebelum Dan Sesudah PERMA No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan 

Agama Wonosobo 

PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi tonggak penting dalam perubahan 

paradigma hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. 

Sebelumnya, hakim cenderung mengabulkan permohonan tanpa melalui 

pemeriksaan ketat atas kesiapan psikologis dan sosial calon mempelai. 
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Namun, pasca diberlakukannya PERMA tersebut, hakim dituntut untuk 

menilai faktor-faktor seperti: 

a. Kesiapan emosional dan psikologis calon mempelai. 

b. Dukungan dan bimbingan orang tua atau wali. 

c. Kondisi pendidikan dan ekonomi calon mempelai. 

d. Adanya tekanan atau paksaan dalam permohonan kawin. 

e. Risiko kekerasan dalam rumah tangga pasca pernikahan37. 

PERMA ini juga mensyaratkan keterlibatan aktif anak dalam 

persidangan, yang artinya hakim tidak hanya mempertimbangkan keterangan 

orang tua tetapi juga harus mendengar langsung dari anak tentang kesiapan 

dan kehendaknya menikah38. Dengan demikian, secara normatif, regulasi ini 

memberikan perlindungan hukum lebih besar kepada anak sebagai subjek 

hukum yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara utuh. 

Sebagai bentuk penguatan hasil penelitian mengenai implementasi 

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan 

Dispensasi Kawin, peneliti menelaah secara langsung salah satu putusan 

hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang merepresentasikan penerapan 

norma-norma dalam peraturan tersebut. Analisis terhadap putusan ini penting 

untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hakim 

mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya 

PERMA tersebut, serta sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak dan 

                                                           
37 PERMA No. 5 Tahun 2019, Pasal 12–14. 
38 Ibid., Pasal 13. 
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kehati-hatian dalam mengabulkan dispensasi benar-benar diterapkan di 

lapangan. 

Salah satu perkara yang dapat dijadikan contoh adalah Penetapan Nomor 

401/Pdt.P/2025/PA.Wsb yang diputus oleh Hakim Tunggal Drs. Mochamad 

Djauhari, M.H. di Pengadilan Agama Wonosobo pada tanggal 28 Oktober 

2025. Perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan 

oleh orang tua seorang anak perempuan berusia 17 tahun 7 bulan untuk 

dinikahkan dengan calon suaminya yang berusia 26 tahun 2 bulan. 

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa permohonan ini 

telah memenuhi ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 16 PERMA 

Nomor 5 Tahun 2019, karena seluruh pihak yang berkepentingan telah 

dihadirkan di persidangan, hakim memberikan nasihat mengenai risiko 

pernikahan dini, dan dilakukan pemeriksaan terhadap kesiapan psikologis, 

sosial, serta ekonomi calon mempelai. Hakim juga menilai bahwa hubungan 

kedua calon mempelai sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan 

menimbulkan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, 

sehingga dianggap sebagai “alasan yang sangat mendesak” sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 

Menariknya, meskipun hakim telah memberikan nasihat untuk menunda 

pernikahan hingga usia yang sesuai undang-undang, para pihak tetap 

bersikukuh melanjutkan rencana pernikahan. Dalam kondisi ini, hakim 

akhirnya mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa dispensasi 

tersebut dapat mencegah kemudaratan yang lebih besar, sejalan dengan 
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kaidah fiqh “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih” (menolak 

kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan). 

Putusan ini mencerminkan bagaimana PERMA No. 5 Tahun 2019 telah 

memberikan kerangka berpikir baru bagi hakim dalam mengadili 

permohonan dispensasi kawin. Hakim tidak hanya menilai aspek 

administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam faktor 

psikologis, sosial, dan moral yang melekat pada kasus tersebut. Namun, di 

sisi lain, hasil akhir yang tetap mengabulkan permohonan menunjukkan 

bahwa pendekatan normatif yang menekankan perlindungan anak masih 

sering berbenturan dengan realitas sosial masyarakat, khususnya ketika 

terdapat tekanan budaya dan alasan moral untuk segera menikahkan anak. 

Perubahan regulasi melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 ini juga tidak 

hanya berimplikasi terhadap proses administratif, tetapi juga menggeser 

paradigma pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Sebelum 

PERMA diberlakukan, pertimbangan hakim cenderung berbasis pada aspek 

prosedural dan administratif. Dalam praktiknya, hakim di Pengadilan Agama 

Wonosobo sering kali mengabulkan permohonan dispensasi selama terdapat 

alasan kuat secara sosial atau moral, seperti kehamilan atau desakan keluarga. 

Hal ini tampak dari pernyataan hakim, 

“kalau dulu ya memang agak longgar sebelum adanya PERMA ini, tidak 

seperti sekarang yang lebih teliti dan ketat39” 

Dalam konteks tersebut, pertimbangan yuridis lebih difokuskan pada 

pemenuhan formalitas syarat, bukan pada substansi kesiapan anak sebagai 

                                                           
39 Hasil Wawancara Peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 7 Mei 2025. 
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calon pengantin. Hal ini mencerminkan pola pikir hukum yang masih bersifat 

positivistik, di mana keputusan lebih bergantung pada dokumen dan dalil 

hukum normatif. Tidak ada keharusan untuk mengevaluasi secara mendalam 

kondisi psikologis dan sosial anak yang hendak menikah. 

Namun, pasca diterapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, muncul 

transformasi dalam pertimbangan hakim yang lebih humanistik dan protektif 

terhadap anak. Hakim kini diwajibkan mendengarkan langsung keterangan 

anak, menggali motivasi pribadi, dan menilai tingkat kedewasaan baik secara 

fisik maupun emosional. Sebagaimana disampaikan oleh hakim: 

“keterangan anak itu penting dan menjadi pertimbangan pokok... kalau 

dari jawabannya terlihat belum siap dan dewasa maka akan kita 

pertimbangkan lebih lanjut.” 

 

PERMA ini juga mengubah orientasi putusan dari berfokus pada kondisi 

orang tua atau masyarakat menjadi berpusat pada the best interest of the child. 

Perubahan orientasi ini sesuai dengan prinsip hukum perlindungan anak 

dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat 

kemanusiaan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim kini lebih bersifat 

multidimensional, melibatkan aspek hukum, psikologis, sosial, bahkan 

kultural. Hakim juga lebih sadar akan dampak jangka panjang dari putusan 

terhadap masa depan anak. Dengan kata lain, terjadi pergeseran dari 

pendekatan legal-formal ke arah pendekatan legal-substantif. 
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Dari sudut pandang teori sistem hukum oleh Soerjono Soekanto, 

transformasi pertimbangan ini menunjukkan pergeseran budaya hukum (legal 

culture) di kalangan aparat peradilan agama. Sebelumnya, hukum dijalankan 

sebagai prosedur teknis, kini berubah menjadi sarana pembentukan nilai 

keadilan dan perlindungan sosial40. Selain itu, teori hukum integratif yang 

dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum tidak 

boleh hanya dilihat sebagai norma, tetapi juga sebagai nilai dan kenyataan 

sosial41. 

Selain itu, penting pula untuk mencermati bahwa tren penolakan ini tidak 

serta-merta menunjukkan ketidaksensitifan hakim terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat. Sebaliknya, hakim justru menghadapi dilema ketika 

dihadapkan pada situasi seperti anak yang ditinggal orang tua merantau, atau 

ketika ada tekanan sosial akibat kehamilan pranikah. Dalam kondisi 

demikian, beberapa perkara dikabulkan dengan alasan kemanusiaan atau 

untuk mencegah kerentanan yang lebih besar. Akan tetapi, hakim tetap 

mencatat bahwa keputusan ini bersifat pengecualian dan berdasarkan 

pertimbangan yuridis dan sosiologis yang matang. 

Tabel 4.4 Data Perkara Dispensasi Kawin yang di Tolak di 

Pengadilan Agama Wonosobo dari tahun 2016-2024 

No Tahun Di Tolak Di Tarik Di Terima 

1 2016 23 8 126 

2 2017 23 8 125 

3 2018 21 7 111 

                                                           
40 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2007. 
41 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. 
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4 2019 56 8 193 

5 2020 103 14 352 

6 2021 113 15 385 

7 2022 94 13 319 

8 2023 87 12 298 

9 2024 77 10 262 

Jumlah 597 95 2.171 

 

Tabel 4.5 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak di 

Pengadilan Agama Wonosobo Sebelum Adanya Perma 

No Tahun Di Tolak Di Tarik Di Terima 

1 2016 23 8 126 

2 2017 23 8 125 

3 2018 21 7 111 

Jumlah 67 23 362 

 

Tabel 4.6 Data Perkara Dispensasi Kawin yang Ditolak di 

Pengadilan Agama Wonosobo Sesudah Adanya Perma 

No Tahun Di Tolak Di Tarik Di Terima 

1 2019 56 8 193 

2 2020 103 14 352 

3 2021 113 15 385 

4 2022 94 13 319 

5 2023 87 12 298 

6 2024 77 10 262 

Jumlah 530 72 1.809 

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah total perkara dispensasi kawin yang 

ditolak di Pengadilan Agama Wonosobo dalam kurun waktu 2016 hingga 

2024 mencapai 597 perkara. Angka ini memberikan gambaran mengenai 

dinamika proses pemberian dispensasi kawin di pengadilan, terutama setelah 

diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 yang secara signifikan 

memperketat prosedur dan syarat pengajuan dispensasi kawin. 
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Untuk melihat lebih jelas pola perubahan penolakan sebelum dan 

sesudah diterapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, dapat dilakukan 

perbandingan antara Tabel 5 dan Tabel 6: 

a. Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada periode 2016–2018 (sebelum 

PERMA), total perkara yang ditolak hanya 67 perkara. Jumlah ini 

tergolong rendah dan mencerminkan bahwa pada masa tersebut hakim 

relatif lebih permisif terhadap pengajuan dispensasi kawin. Banyak 

permohonan dikabulkan apabila terdapat alasan sosial seperti 

kehamilan di luar nikah, tekanan keluarga, atau norma adat yang 

mendesak pernikahan di usia muda. 

b. Tabel 4.6 mencatat periode 2019–2024 (sesudah PERMA) dengan 

total penolakan mencapai 530 perkara. Angka ini berarti lebih dari 

88% dari total penolakan selama sembilan tahun terakhir terjadi 

setelah PERMA diterapkan, menunjukkan adanya perubahan besar 

dalam kebijakan peradilan. 

Peningkatan signifikan terlihat mulai tahun 2019, tahun di mana PERMA 

No. 5 Tahun 2019 mulai berlaku. Sebelum PERMA, angka penolakan hanya 

berkisar 20-an perkara per tahun (23 penolakan pada 2016 dan 2017, serta 21 

penolakan pada 2018). Namun setelah PERMA diterapkan, angka penolakan 

langsung melonjak menjadi 56 perkara di 2019, kemudian meningkat menjadi 

103 penolakan di 2020 dan mencapai puncaknya pada 113 penolakan di 2021. 

Meskipun jumlah pengajuan mulai menurun setelah 2021, angka penolakan 
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tetap tinggi, yakni 94 penolakan pada 2022, 87 penolakan pada 2023, dan 77 

penolakan pada 2024. 

Pola ini menegaskan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 berhasil 

mengubah paradigma hakim dari sekadar memeriksa persyaratan 

administratif menjadi melakukan penilaian substantif yang lebih mendalam. 

Hakim kini lebih selektif dan berhati-hati sebelum mengabulkan 

permohonan, meskipun terdapat alasan mendesak seperti kehamilan. Hal ini 

sejalan dengan kewajiban hakim untuk mengevaluasi kesiapan fisik, 

psikologis, dan mental anak, serta mempertimbangkan keterangan langsung 

dari anak, orang tua, maupun rekomendasi dari pihak terkait. 

Kenaikan jumlah penolakan tidak dapat dipandang sebagai indikasi 

negatif, melainkan sebagai bukti keberhasilan regulasi dalam memperkuat 

perlindungan hak anak. Semakin selektifnya proses persidangan 

mencerminkan penerapan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" (best 

interest of the child) yang menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan 

keputusan. 

Untuk memastikan regulasi ini berjalan efektif, Pengadilan Agama 

Wonosobo bersama pengadilan lain di Indonesia mulai melakukan kerja sama 

dengan lembaga profesional, seperti lembaga psikologi, Pusat Pembelajaran 

Keluarga (Puspaga), dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak. Data 

tambahan berupa asesmen psikologis, laporan sosial, maupun rekomendasi 

pihak sekolah menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam 

membuat putusan. 
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Dengan demikian, peningkatan jumlah penolakan justru menunjukkan 

adanya kualitas pertimbangan yudisial yang semakin komprehensif, di mana 

aspek hukum, sosial, psikologis, dan moral kini terintegrasi dalam proses 

pengambilan keputusan. Tren ini juga menjadi indikasi bahwa PERMA No. 

5 Tahun 2019 efektif dalam mendorong paradigma baru peradilan yang lebih 

peduli terhadap masa depan anak dan mencegah praktik pernikahan usia dini. 

Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 mempengaruhi keputusan hakim 

dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo 

2. Sejauh mana implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 

mempengaruhi keputusan hakim dalam permohonan dispensasi 

kawin di Pengadilan Agama Wonosobo? 

Setelah membahas contoh penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 

pada perkara sebelumnya, pada bagian ini peneliti meninjau kembali salah 

satu putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo untuk melihat lebih jauh 

bagaimana implementasi peraturan tersebut benar-benar mempengaruhi 

pertimbangan dan keputusan hakim dalam perkara dispensasi kawin. Analisis 

ini bertujuan untuk menunjukkan bentuk konkret penerapan prinsip-prinsip 

yang diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, seperti aspek kehati-hatian, 

perlindungan anak, serta penilaian terhadap kesiapan psikologis dan sosial 

calon mempelai di dalam proses peradilan. 

Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 berdampak luas pada dinamika 

putusan dispensasi kawin. Tidak hanya memperketat persyaratan 

administratif, tetapi juga mendorong hakim untuk mengevaluasi aspek-aspek 
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esensial dalam kehidupan anak. Sebelum PERMA diberlakukan, putusan 

umumnya didasarkan pada kondisi mendesak seperti kehamilan di luar nikah, 

di mana hakim menganggap bahwa pernikahan menjadi solusi tercepat untuk 

menghindari aib sosial. Dalam wawancara disebutkan bahwa, 

“kalau dulu sudah hamil ya dikabulkan, tidak lihat lagi siap atau 

tidaknya.” 

 

Pasca PERMA, hal tersebut tidak lagi menjadi jaminan. Bahkan dalam 

kasus anak yang sudah hamil, permohonan tetap bisa ditolak jika anak terlihat 

belum memiliki kematangan emosional. Hal ini menjadi indikator bahwa 

PERMA berhasil mendorong perubahan dalam praktik yudisial dari 

pendekatan reaktif ke pendekatan preventif. 

Putusan dengan Nomor 393/Pdt.P/2025/PA.Wsb, yang dijatuhkan oleh 

Hakim Tunggal Drs. Mochamad Djauhari, M.H. pada tanggal 28 Oktober 

2025, merupakan salah satu contoh nyata bagaimana PERMA No. 5 Tahun 

2019 telah diimplementasikan secara sistematis dalam proses pengambilan 

keputusan hakim. Dalam perkara ini, orang tua pemohon mengajukan 

permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuannya yang berusia 17 

tahun 4 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang berusia 20 tahun 

9 bulan. 

Dalam proses persidangan, hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 10 

hingga Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, di mana semua pihak yang 

berkepentingan — termasuk orang tua, anak, calon suami, dan orang tua calon 

suami — dihadirkan di persidangan. Hakim juga memberikan nasihat yudisial 

terkait risiko pernikahan dini, mencakup aspek kesehatan reproduksi, 
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psikologis, sosial, dan ekonomi, serta menyarankan agar pernikahan ditunda 

sampai anak mencapai usia yang sesuai undang-undang. Namun, para pihak 

tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan karena alasan telah 

bertunangan lama dan kekhawatiran akan munculnya perbuatan yang 

dilarang agama jika tidak segera dinikahkan. 

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim secara eksplisit mengacu pada 

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dengan 

menilai bahwa kondisi para pihak memenuhi unsur “alasan sangat 

mendesak”. Hakim juga menegaskan bahwa anak telah melalui pemeriksaan 

medis dan memperoleh rekomendasi hasil konseling dari Unit Pelayanan 

Informasi Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo, yang merupakan 

bukti pelaksanaan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam PERMA No. 

5 Tahun 2019. 

Menariknya, dalam pertimbangan akhir, hakim menilai bahwa walaupun 

usia anak belum memenuhi ketentuan undang-undang, terdapat kesiapan 

psikologis dan sosial yang cukup, serta dukungan penuh dari kedua keluarga. 

Dengan dasar itu, hakim akhirnya mengabulkan permohonan dispensasi 

kawin, disertai pertimbangan kaidah fiqh “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala 

jalbil mashalih” (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil 

kemaslahatan), yang juga digunakan dalam putusan-putusan serupa. 

Dari analisis putusan ini, terlihat bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 

secara nyata memengaruhi pola berpikir dan struktur pertimbangan hakim 
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dalam menangani perkara dispensasi kawin. Hakim kini tidak lagi memutus 

berdasarkan alasan administratif semata, tetapi juga menilai kesiapan anak 

secara komprehensif, melibatkan aspek medis, psikologis, dan sosial. Namun 

demikian, hasil akhir yang tetap mengabulkan permohonan menunjukkan 

bahwa faktor-faktor sosial dan budaya masyarakat Wonosobo masih menjadi 

pertimbangan penting bagi hakim dalam menyeimbangkan antara norma 

hukum dan realitas sosial yang dihadapi para pihak. 

PERMA juga mengharuskan keterlibatan pihak ketiga seperti psikolog, 

lembaga pendamping, dan pusat pembelajaran keluarga (Puspaga). 

Keterlibatan ini memberikan dimensi baru dalam pembuktian. Rekomendasi 

psikolog kini menjadi alat bukti yang sangat berpengaruh terhadap putusan. 

Namun, hal ini juga membawa tantangan tersendiri, karena tidak semua 

masyarakat memiliki akses mudah terhadap layanan psikologi. 

Data statistik mendukung temuan ini. Meskipun sempat melonjak pada 

tahun 2019–2021, jumlah permohonan dispensasi mengalami penurunan 

secara bertahap: dari 513 perkara pada 2021 menjadi 349 perkara pada tahun 

2024. Penurunan ini bukan hanya hasil dari aturan yang lebih ketat, tetapi 

juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesiapan 

menikah. 

Dalam teori perubahan sosial menurut Koentjaraningrat, perubahan nilai 

yang diserap masyarakat merupakan bentuk evolusi kultural yang 

dipengaruhi oleh regulasi, interaksi sosial, dan pendidikan42. Dalam hal ini, 

                                                           
42 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 



52 
 

 

PERMA berfungsi sebagai agen perubahan nilai masyarakat terhadap usia 

pernikahan dan kesiapan psikologis anak. 

Selanjutnya, dalam perspektif psikologi perkembangan, Erik H. Erikson 

menjelaskan bahwa remaja berada pada tahap pencarian identitas (identity vs. 

role confusion), dan belum siap menghadapi peran dewasa seperti 

pernikahan43. Hal ini memperkuat urgensi untuk tidak terburu-buru 

menikahkan anak yang belum matang secara psikologis. 

Dalam Islam, pentingnya kedewasaan dan kemampuan calon mempelai 

sebelum menikah juga telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. 

memerintahkan agar anak diuji terlebih dahulu sebelum diberikan tanggung 

jawab, termasuk dalam hal menikah: 

ف َْۖ دًاْۖفاَد  ْۖرُش  هُم  ن   ْۖمِّ تُم  ْۖاَٰنَس  ْۖفاَِن 
ىْۖحَتَّّْٰٓۖاِذَاْۖبَ لَغُواْۖالنِّكَاحًَۚ ْۖعُوٓ اوَاب  تَ لُواْۖال يَ تَٰمَٰ الِيَ هِم 

وَالََمُ ًْۚۖ  امَ 

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk 

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya...” (QS. An-

Nisa: 6)44. 

Lebih jauh lagi, implementasi PERMA juga memengaruhi sistem 

internal pengadilan. Proses pemeriksaan menjadi lebih panjang, sidang lebih 

mendalam, dan dokumen yang diperiksa lebih kompleks. Hakim juga lebih 

sering menggunakan pertimbangan non-yuridis seperti analisis perilaku anak 

                                                           
43 Erik H. Erikson, Childhood and Society, New York: Norton, 1963. 
44 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT Syaamil 

Cipta Media, 2005), hlm. 77. 
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di ruang sidang dan ekspresi emosionalnya. Hal ini menunjukkan adanya 

penyempurnaan proses peradilan menuju sistem yang lebih peka terhadap 

keadilan substantif. 

Dari total 597 perkara yang ditolak, alasan penolakan terbanyak adalah 

kesiapan mental dan psikologis calon mempelai yang dinilai belum matang, 

mencapai sekitar 45% atau 269 kasus. Hakim menilai bahwa banyak anak 

masih berada pada tahap perkembangan emosional yang tidak 

memungkinkan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Alasan kedua 

adalah kondisi pendidikan, mencakup sekitar 25% atau 149 kasus, di mana 

anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dianggap lebih baik 

melanjutkan pendidikan terlebih dahulu. Faktor kondisi ekonomi menjadi 

alasan penolakan pada 20% atau 119 kasus, biasanya terjadi ketika calon 

suami belum memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan yang memadai. 

Sisanya, sekitar 10% atau 60 kasus, ditolak karena adanya dugaan paksaan 

atau tekanan dari pihak keluarga, atau potensi risiko kekerasan dalam rumah 

tangga. 

Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai norma yuridis, melainkan juga 

sebagai alat untuk membentuk kesadaran baru di kalangan hakim bahwa 

dispensasi kawin adalah masalah kompleks yang menyangkut aspek hukum, 

psikologi, dan sosiologi. Sebelumnya, sebagian besar permohonan dispensasi 

kawin diputus secara administratif dengan mengutamakan alasan formal 

seperti kehamilan atau adanya persetujuan orang tua. Namun kini, terdapat 

pergeseran ke arah pendekatan substantif, yang menekankan pada 
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perlindungan hak anak sebagai pihak yang paling rentan. Salah satu pegawai 

pengadilan menyatakan: 

“dulu kalau sudah hamil, apalagi sudah tunangan, ya cenderung 

dikabulkan. Sekarang dilihat betul-betul kesiapan psikologis anaknya, 

bahkan bisa ditolak kalau belum matang secara mental.45” 

 

PERMA No. 5 Tahun 2019 memang secara formal memperkuat 

perlindungan terhadap anak melalui mekanisme pengadilan dalam perkara 

dispensasi kawin. Namun, implementasinya di lapangan menghadapi 

beragam tantangan. Dilema etis, tekanan sosial, resistensi budaya, hingga 

keterbatasan sumber daya menjadi masalah utama yang dihadapi oleh aparat 

peradilan agama, khususnya para hakim. Seorang hakim mengungkapkan: 

“dispensasi itu sepele tapi banyak dilema. Orang yang masih kecil mau 

dinikahkan gimana, dikabulkan gimana, kalau ditolak gimana.” 

Pernyataan tersebut menggambarkan ketegangan antara tuntutan hukum 

dan realitas sosial. Di satu sisi, hakim dituntut untuk menjalankan aturan 

secara ketat sesuai prinsip perlindungan anak, namun di sisi lain mereka harus 

menghadapi masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional 

dan pragmatisme sosial. 

PERMA secara tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menghadirkan 

anak ke dalam persidangan, mendengarkan keterangan anak secara langsung, 

serta mempertimbangkan hasil asesmen dari psikolog atau lembaga yang 

berwenang seperti Pusfaga. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar hakim tidak 

terjebak dalam pendekatan legalistik-formal, tetapi mampu melihat realitas 

sosial dan psikologis anak secara utuh. Pendekatan ini juga sejalan dengan 

                                                           
45 Hasil Wawancara Peneliti dengan Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 7 Mei 2025. 
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prinsip the best interest of the child yang menjadi asas universal dalam 

perlindungan hukum anak. 

Berdasarkan dokumen dan wawancara, selektivitas hakim dalam era 

pasca-PERMA umumnya mengacu pada sejumlah kriteria berikut: 

a. Usia yang mendekati 19 tahun, sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 

2019. 

b. Postur dan kedewasaan fisik, sebagai indikasi kesiapan biologis. 

c. Wawasan anak tentang tanggung jawab pernikahan, dinilai dari 

jawaban langsung saat sidang. 

d. Keterangan dari psikolog atau lembaga pendamping, sebagai bahan 

validasi. 

e. Situasi keluarga, seperti tekanan, keterpaksaan, atau tidak adanya 

pengasuh. 

f. Tingkat pendidikan dan keberlanjutan sekolah anak. 

Jika salah satu dari kriteria tersebut tidak terpenuhi secara signifikan, 

maka kemungkinan besar permohonan akan ditolak. 

Tabel 4.7 Alasan Penolakan Hakim terhadap 

Permohonan Dispensasi Kawin (2016–2024) 

 

 

Faktor Penolakan Jumlah Kasus Persentase 

Kesiapan Mental/Psikologis 269 45% 

Kondisi Pendidikan 149 25% 

Kondisi Ekonomi 119 20% 

Paksaan & Potensi KDRT 60 10% 

Total 597 100% 
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Tabel 4.8 Alasan Persetujuan Hakim terhadap 

Permohonan Dispensasi Kawin (2016–2024) 

Faktor Penolakan Jumlah Kasus Persentase 

Kehamilan di Luar Nikah 1.194 55% 

Desakan Sosial & Adat 500 23% 

Kesiapan Emosional & Dukungan 

Keluarga 
282 13% 

Kondisi Ekonomi yang Stabil 195 9% 

Total 2.171 100% 

 

Data di atas menunjukkan bahwa persetujuan hakim mayoritas 

didasarkan pada kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah, yang 

mengindikasikan bahwa dispensasi kawin seringkali menjadi solusi untuk 

menghindari stigma sosial. Namun, penolakan juga meningkat setelah 

PERMA 2019, terutama karena hakim lebih fokus pada kesiapan mental, 

pendidikan, dan ekonomi calon mempelai. Peningkatan ini mencerminkan 

bahwa sistem peradilan kini tidak lagi sekadar melihat legalitas formal, tetapi 

juga menganalisis risiko jangka panjang bagi masa depan anak. 

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 

memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk pola pikir baru dalam 

peradilan agama, khususnya dalam perkara dispensasi kawin. PERMA tidak 

hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga merupakan bentuk rekonstruksi 

nilai yang mengarahkan praktik yudisial menuju perlindungan maksimal bagi 

anak sebagai subjek hukum yang rentan.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh PERMA 

No. 5 Tahun 2019 terhadap putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama Wonosobo, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perbandingan Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah 

PERMA No. 5 Tahun 2019 Permohonan dispensasi kawin mengalami 

peningkatan signifikan setelah diterapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019. 

Pada periode 2016–2018 (sebelum PERMA), total pengajuan sebanyak 452 

perkara dengan tingkat penolakan rendah, yaitu 67 perkara. Setelah PERMA 

diterapkan (2019–2024), jumlah permohonan melonjak menjadi 2.410 

perkara dengan penolakan sebanyak 530 perkara. Hal ini menunjukkan 

bahwa PERMA memperketat pertimbangan dan seleksi terhadap 

permohonan, sejalan dengan semangat perlindungan anak. 

2. Pertimbangan Hakim dalam Menyikapi Permohonan Dispensasi Kawin 

Setelah PERMA No. 5 Tahun 2019 Hakim tidak lagi hanya 

mempertimbangkan aspek administratif, tetapi lebih mendalam pada 

kesiapan psikologis anak, dukungan keluarga, kondisi ekonomi dan 

pendidikan, serta adanya tekanan atau potensi kekerasan. Hal ini terlihat dari 

meningkatnya jumlah perkara yang ditolak karena alasan ketidaksiapan 

mental, pendidikan yang belum selesai, dan ekonomi yang tidak stabil. 
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PERMA mendorong paradigma baru yang berorientasi pada kepentingan 

terbaik bagi anak. 

B. Saran 

1. Bagi Pengadilan Agama, diharapkan terus memperkuat pelaksanaan 

PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan melakukan pelatihan dan pembinaan 

bagi hakim dan aparatur pengadilan agar konsisten dalam menerapkan 

prinsip perlindungan anak. Selain itu, penting untuk bekerja sama dengan 

instansi lain seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dan lembaga psikologi 

dalam mendampingi dan menilai kesiapan anak yang mengajukan 

dispensasi kawin. 

2. Bagi Pemerintah Daerah, perlu adanya peningkatan akses terhadap 

layanan psikologis dan konseling keluarga, terutama di daerah-daerah 

yang masih tinggi angka permohonan dispensasi kawinnya. Pemerintah 

juga perlu menggalakkan edukasi publik tentang dampak negatif 

pernikahan usia dini dan pentingnya kesiapan mental serta fisik anak untuk 

menikah. 

3. Bagi Masyarakat, perlu adanya kesadaran bahwa pernikahan bukan 

sekadar solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah sosial seperti 

kehamilan, tetapi adalah ikatan jangka panjang yang membutuhkan 

kesiapan lahir dan batin. Oleh karena itu, pendidikan keluarga, pendidikan 

agama, dan pendidikan formal harus disinergikan agar mampu 

menumbuhkan pemahaman yang benar tentang usia ideal dan kesiapan 

menikah. 
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4. Bagi Akademisi dan Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan 

awal untuk melakukan kajian lanjutan tentang efektivitas kebijakan hukum 

terhadap praktik sosial di lapangan, khususnya dalam konteks hukum 

keluarga Islam di Indonesia. Kajian lintas disiplin juga diperlukan untuk 

menelaah lebih dalam kaitan antara hukum, budaya, psikologi, dan 

pendidikan dalam menanggulangi isu pernikahan usia anak.  
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